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BAB I
1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 11.525.963 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain sebagai sumber pendapatan devisa, pariwisata juga memberikan kontribusi untuk penciptaan lapangan kerja, kegiatan produksi dan pendapatan nasional, pertumbuhan sektor swasta dan pembangunan infrastruktur. Pariwisata juga berpotensi mendorong peningkatan penerimaan negara dari pajak, terutama pajak tidak langsung. 
Tahun berikutnya, pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar nomor dua bagi negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling suka dikunjungi oleh wisatawan asing, maka dari itu Indonesia terus mengembangkan pariwista melalui berbagai program yang memicu perceepatan pengembangan destinasi wisata dan peningkatan sumberdaya atau kapasitas pelaku usaha pariwisatanya. Pariwisata sebagai bisnis jasa hospitality, maka kualitas pelayanan yang humanis menjadi kunci keberhasilan dalam memuaskan wisatawan (Hermawan, 2017: 2). Pelayanan yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan bisnis pariwisata. Pelayanan berkualitas dapat diwujudkan melalui sumber daya manusia yang kompeten untuk mewujudkan nilai-nilai dalam pelayanan prima, serta didukung sarana prasarana atau fasilitas yang memadaii. Perpaduan manajemen pelayanan, kompetensi staf didukung sarana prasarana atau fasilitas yang baik diharapkan mampu mewujudkan pelayanan prima, yaitu pelayanan yang mampu memberikan nilai (value) positif sehingga terciptanya kepuasan wisatawan. 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sejak Tahun 2015 melakukan Pengembangan kepariwisataan di wilayahnya. Tujuannya antara lain, mewujudkan pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya, mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata buatan dan industri kreatif khas Kabupaten Pangandaran dalam membentuk identitas kepariwisataan. (Ripparda Kabupaten Pangandaran, 2015: 19).
Perkembangan kawasan pariwisata dilakukan secara terus menerus karena Kabupaten Pangandaran Jawa Barat merupakan daerah yang kaya akan budaya dan tempat wisata. Lokasi geografisnya yang berbatasan dengan Jawa Tengah, menjadikan Kabupaten Pangandaran memiliki peluang yang besar bagi pengembangan pariwisata. Selain itu, keragaman budaya dan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran memberikan alternatif pilihan berwisata yang beragam bagi wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik. 
Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran dilakukan melalui manjemen yang mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2009 berdasarkan asas-asas kepariwisataan, antara lain: Manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. (UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2009: 7) 
Manajemen pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, tetapi dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Piagam Pariwisata Berkelanjutan, bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial. Pembangunan pariwisata berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia. Untuk itu, pengembangan pariwisata Kabupaten Pangandaran selalu memperhatikan daya dukung suatu ekosistem dalam menampung komponen biotik (makhluk hidup) yang terkandung di dalamnya, termasuk memperhitungkan faktor lingkungan dan faktor lainnya yang berperan di alam yang sangat bervariasi dan selalu bergantung pada tingkat pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. 
Kabupaten Pangandaran memiliki destinasi pariwisata yang sangat luas dan beragam, sehingga visi Kabupaten Pangandaran berorientasi pada pariwisata. Visi Kabuapten Pangandaran adalah: “Menjadi Daerah Tujuan Wisata Berkelas Dunia”. Kabupaten Pangandaran terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari: Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi. 
Di tengah perjalanan mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun 2020 ini pariwisata mendapatkan imbas dari munculnya sebuah pandemi. Sejak awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus corona yang berasal dari China. Virus corona atau Covid-19 menyebabkan kepanikan di China dan menimbulkan korban jiwa sampai ribuan orang penduduk China. Beberapa negara di belahan dunia pun ikut terjangkit virus Covid-19 ini. Salah satu negara yang terjangkit virus ini adalah Indonesia. Covid-19 telah menjadi masalah global dan menimbulkan dampak bagi aktivitas internasional, seperti ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya. Salah satu aktivitas perekonomian yang terkena imbas dari Covid-19 adalah sektor pariwisata. Seiring hadirnya Corona Virus Disease (Covid-19), hampir semua sendi-sendi kehidupan di belahan dunia mengalami kelumpuhan, tak terkecuali Indonesia. Akibat adanya wabah virus Covid-19, maka semua hal yang berkaitan dengan pariwisata di Indonesia untuk Sementara dihentikan. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata mati langkah. 
Pandemi Covid-19 merupakan salah satu wabah virus penyakit yang timbul pertama kali di salah satu negara besar yaitu Cina, tepatnya di Kota Wuhan. Penyebaran virus ini menjadi sebuah momok yang menggemparkan dunia karena penularannya yang realtif cepat. Kondisi inilah yang menuntut Pemerintah Republik Indonesia harus bertindak guna menekan penyebarannya. Presiden Indonesia, Joko Widodo sebagai kepala negara bersama pemerintah mengeluarkan salah satu instruksi yaitu sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu langkah yang dipercaya dapat membantu masyarakat untuk menjaga kondisi diri untuk tidak tertular oleh Covid-19 ini. 
Berbagai kebijakan disosialisasikan dan dilaksanakan guna mencegah penyebaran virus tersebut. Termasuk kebijakan merumahkan seluruh pekerja atau dikenal dengan istilah Work From Home (WFH). Kebijakan ini, secara otomatis diterapkan juga oleh Kepala Daerah di wilayahnya. Kabupaten Pangandaran yang menyatakan diri sebagai kabupaten pariwisata, tentu saja ikut terdampak akibat adanya penyebaran virus ini. Pertengahan bulan maret 2020, seluruh destinasi wisata ditutup. Seluruh pekerja atau pelaku usaha pariwisata pun di rumahkan. Tentu, hal itu mengakibatkan adanya kemandegan dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, politik, dan usaha. 
Pariwisata Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu sektor yang turut mengalami kelumpuhan akibat adanya pandemi ini, yang mana seluruh destinasi wisata harus tutup sementara waktu yang tidak bisa diperkirakan, demi mengantisipasi adanya peularan virus corona atau Covid-19 ini. Oleh sebab itu, upaya untuk tetap survive dan/atau tetap menjaga asa untuk tetap bertahan di tengah situasi yang ada harus dilakukan. 
Sebagaimana yang disampaikan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran saat di wawancara pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 bahwa ada lebih dari 10.000 pekerja atau pelaku usaha wisata yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi ini.  Hal itu pula diperkuat dengan pernyataan dari Ketua PHRI Kabuapten Pangandaran, yaitu: “Demi menjaga kesehatan masyarakat, kita harus mengikuti kebijakan pemerintah untuk menutup seluruh hotel dan restoran selama kurun waktu tertentu. Sampai ada sikap atau kebijakan baru agar sektor ekomoni bisa berjalan, sekalipun disaat pandemi”.
Sejumlah stimulus yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif corona Covid-19. Atraksi wisata seluruhnya ditutup, berarti tak ada pemasukan bagi para pelaku usaha wisata. Okupansi mayoritas hotel juga turun drastis dan berarti tak ada pendapatan. Meski upaya pencegahan terus dilakukan dalam setiap kesempatan, Team Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran tingkat Kabupaten, Kecamatan, bahkan desa semuanya bergerak, mulai dari edukasi sampai evakuasi. Ketika muncul kasus terkonfirmasi positif Covid-19, Gugus Tugas Covid-19 langsung melakukan penanganan dengan cepat. Jadi kerja bersama untuk penanganan kasus ini dilakukan dengan baik, mulai dari pencegahan, penelusuran, pengetesan, hingga penanganan pasien. (Wawancara dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19, tanggal 16 April 2020). 
Kebijakan penutupan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, dilakukan dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Panganadaran Nomor: 443/1012/SETDA/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan upaya pencegahan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran. Surat edaran ini diberlakukan sejak tanggal 26 Maret 2020 setelah sebelumnya diluncurkan kebijakan berupa Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran.  
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran mencatat bahwa pasien yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19 dinyatakan sembuh (wawancara dengan ketua Gugus Tugas Covid-19, tanggal 13 April 2020). Saat ini, jika ada satu pun pasien Covid-19 di Pangandaran, maka mereka wajib menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Adapun data sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada bagan berikut ini. 
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Gambar 1.1. Sebaran Kasus Covid-19 di Kabupaten Pangandaran
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupten Pangandaran Tahun 2020)

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sendiri mencatat 59 kasus warga yang dinyatakan positif Covid-19. Saat ini seluruhnya sudah dinyatakan sembuh dan juga tidak ada kasus kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Pangandaran. Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran melakukan uji swab (swab test) kepada 5.241 orang. Dari pemeriksaan itu, 59 orang dinyatakan positif, 4.643 orang negatif, dan 540 orang sisanya belum keluar hasilnya. "Data yang ada saat ini membuktikan aktivitas pariwisata yang selama ini berjalan di Kabupaten Pangandaran tak berdampak pada kasus Covid-19. Hingga saat ini juga tak ada kasus terkonfirmasi positif dari kawasan wisata," (wawancara dengan Kabid Destinasi Wisata, tanggal 15 April 2020). Untuk mencegah penularan Covid-19 di tempat wisata, Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama TNI dan Polri melakukan gelar pasukan untuk mengawasi tempat wisata. Dengan begitu, maka penerapan protokol kesehatan di tempat wisata dilakukan secara ketat. Bahkan sampai saat ini, yang terkonfirmasi mayoritas adalah pendatang yang bertamu ke rumah warga.
Namun demikian, meskipun operasi yustisi protokol kesehatan gencar dilakukan setiap hari oleh petugas gabungan guna menjaring warga, wisatawan maupun pedagang yang bandel tidak pakai masker, mengingatkan agar tetap menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun anti septik, julah kunjungan ke destinasi yang ada di Kabupaten Pangandaran relatif menurun cukup dratis. Data kunjungan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1. Data kunjungan wisatawan selama 4 Tahun
	No
	Objek wisata
	Tahun

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Pangandaran
	2.061.547
	2.789.905
	2.665.211
	1.512.243

	2
	Batu Hiu
	156.102
	218.076
	180.504
	78.528

	3
	Green Canyon
	155.182
	165.090
	139.630
	190.774

	4
	Batukaras
	455.552
	595.245
	520.924
	49.903

	5
	Karapyak
	126.176
	276.582
	269.004
	253.979

	Jumlah Total
	2.954.559
	4.044.898
	3.775.273
	2.087.447


[bookmark: _Hlk54771499](Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Pangandaran Tahun 2020)

Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam menanggulangi penurunan pengunjung ini dilakukan melalui penegakan regulasi berupa Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/kpts.204-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebjasaan Baru (AKB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Persiapan Menuju New Normal di Kabupaten Pangandaran. Adanya regulasi tersebut, memberikan pencerahan bagi warga Pangandaran yang berusaha di sektor pariwisata. Sejak Tanggal 5 Juli 2020, semua destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran kembali dibuka. Meskipun diawali hanya untuk pengunjung atau wisatawan dalam Provinsi Jawa Barat saja dengan ketentuan harus membawa dan memperlihatkan surat ravid test di posko Jaga Perbatasan Kabupaten Pangandaran. 
Menjelang masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau dikenal juga dengan istilah new normal, wisata aman menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum wistawan memutuskan untuk pergi berlibur. Setelah beberapa bulan terkurung di dalam rumah karena menjalankan himbauan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) banyak masyarakat yang menanti pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal, bukan berarti masa pandemi di Indonesia telah selesai. Di era AKB pun bukan berarti masyarakat bisa beraktivitas biasa seperti sebelum masa pandemi terjadi. AKB adalah sebuah kebijakan cara beraktivitas dengan berbagai kebiasaan baru untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus corona yang mungkin terjadi. Begitu pula dengan berwisata saat AKB bukan berarti wisatawan bisa sembarangan datang ke tempat wisata. Wisatawan perlu memastikan tempat wisata tersebut aman dan mengikuti protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah dan tenaga medis. 
Upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran diapresiasi oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil “Penerapan AKB di objek wisata Pangandaran dinilai sudah baik dan direkomendasikan sebagai contoh oleh semua pengelola pariwisata Jawa Barat yang ada di zona biru. (Kabar Priangan, Kamis 11/6/20). Keberhasilan penerapan AKB sektor pariwisata di Pangandaran terletak pada kedisiplinan pelaku wisata dan wisatawannya serta  ketegasan pengelola menegakkan aturan. Di pintu masuk Pantai Pangandaran, pengunjung yang awwalnya hanya wisatawan Jawa barat harus bebas Covid-19 dengan menunjukkan surat keterangan sudah melakukan rapid test.
Upaya yang dilakukan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa, pada libur panjang menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tingkat kunjungan mengalami peningkatan yang cukup fantastis. Meskipun kondisi masih pandemi Covid-19 namun wisatawan dari berbagai daerah tetap berbondong-bondong liburan ke pantai di bagian selatan Jawa Barat tersebut. Membeludaknya wisatawan di Pantai Pangandaran sudah terjadi sejak hari Minggu pagi tanggal 16 Agustus 2020. Tak cuma Pantai Pangandaran, wisawatan juga ramai di lokasi wisata lain seperti Batu Karas, greencanyon, karapyak dan Batu Hiu. 
Kondisi di atas membuktikan bahwa pariwisata di Kabupaten Pangandaran menjadi pilihan karena pelayanan protokol kesehatannya yang sangat baik. Alternative pilihan tempat wista ini juga tentunya harus diimbangi dengan kepuasan wisatawan yang datang berkunjung dimasa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, terlihat dari data lapangan yang menunjukan bahwa mayoritas wisatawan yang datang adalah wisatawan yang sudah pernah berkunjung bahkan sampai berkali-kali. Mengingat bahwa pembelian ulang atau dalam pariwisata berupa kunjungan ulang menjadi parameter tingkat loyalitas wisatawan (Kertajaya, 2013 dan Tjiptono, 2015). Diduga, wisatawan yang datang kembali merupakan bentuk kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan pengelola. Sehingga, kepuasan tersebut berdampak pada keinginan untuk berkunjung kembali ke Pangandaran. Tetapi, benarkah wisatawan yang datang pada masa pandemic covid-19 adalah wisatawan yang merasa puas oleh manajemen pelayanan pariwisata dan karena berlakunya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di destinasi wisata Kabupaten Pangandaran? Atau hanya karena merasa bosan dan stres setelah beberapa bulan tinggal di rumah?
Pada dasarnya skema bisnis suatu perusahaan jasa wisata adalah menciptakan kepuasan pengunjung, dengan harapan wisatawan yang terpuaskan tersebut akan loyal, sehingga mampu memberi kontribusi keuntungan perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Banyak studi membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan akan semakin meningkat loyalitas wisatawan berkunjung ke destinasi (Hermawan, 2017b; Priyanto, 2016; Ihshani, 2005). Namun demikian belum dapat dibuktikan baik secara langsung atau secara tidak langsung kedatangan atau kunjungan wisatawan ini karena faktor kepuasan.  Bisa jadi kunjungan pada tiga bulan kebelakang meruapakan antisipassi kejenuhan setelah sekian lama berdiam diri di rumah masing-masing. Kepuasan wisatwan juga perlu berkorelasi dengan tingkat manajmen pelayanan, keuntungan pengelola. 
Meskipun beragam kontribusi pariwisata terhadap perekonomian telah disadari sejak lama namun sejauh ini penelitian tentang pengaruh manajeman pariwisata, kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kondisi pariwisata belum banyak membahas tentang pertumbuhan ekonomi belum mendapatkan porsi yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, studi ini akan mencoba mengelaborasi lebih lanjut arah hubungan atau pengaruh serta akan menggali sejauh mana kepuasan wisatawan dapat diwujudkan dengan manajemen pelayanan pariwisata dan kebijakan-kebijakaan terkait dengan kondisi darurat atu masa pandemi Covid-19. Dalam Penelian ini akan dibahas lebih lanjut melalui analisis pengaruh dan hubungan masing-masing variable yang dituangkan dalam bentuk tesis berjudul: “Studi Terhadap Kepuasan Wisatawan Dilihat Dari Manajemen Pelayanan Pariwisata Dan Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kabupaten Pangandaran).”

1.2. Masalah Penelitian
Produk Pariwisata memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan produk industry lain. Delapan karakter produk pariwisata antara lain pariwisata tidak dapat dipindahkan; pariwisata tidak memerlukan perantara untuk mencapai kepuasan; pariwisata tidak dapat ditimbun atau disimpan; pariwisata sangat dipengaruhi oleh faktor non ekonomis; tidak dapat dicoba atau dicicipi; sangat tergantung pada faktor manusia; memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam hal investasi; dan tidak memiliki standar atau ukuran yang objektif dalam menilai mutu produk (Isdarmanto, 2017). 
Karakteristik pariwisata inilah yang pada dasarnya membuat pariwisata sangat rentan terhadap perubahan. Karena karakteristiknya yang unik, pariwisata hanya bisa di alami di destinasi tertentu yang tidak bisa digantikan di tempat lain. Hal ini memiliki implikasi, yaitu faktor manusia yang berpindah tempat memainkan peran utama dalam kegiatan pariwisata. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan manusia berpindah tempat, seperti bencana alam atau wabah, baik di tempat asal maupun di destiansi yang dikunjungi, hampir dapat dipastikan kegiatan pariwisata juga tidak berjalan dengan baik, bahkan sepenuhnya terhenti. 
Sejarah pariwisata modern, menurut Sezgin dan Yolal (2012:5), diawali dengan peningkatan minat terhadap perjalanan rekreasi yang terjadi pada awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi, minat, dan perkembangan di bidang transportasi. Namun fasilitas saja belum cukup bagi wisatawan, karena mereka juga butuh bentuk-bentuk layanan publik lainnya. Ukuran untuk menilai layanan ini didasarkan atas kepuasan pelanggan, kualitas pemberian layanan, pemahaman pemberi layanan atas kualitas layanan tersebut dan sebagainya. Sehingga dapat didentifikasikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Hal ini ditunjukkan oleh masalah kurang difungsiknnya Tourism Information Centre (TIC), keterlambatan pelayanan, kurang tersedianya brosur informasi pariwisata di Pangandaran, peta lokasi belum memuat semua destinasi.  
2. Reliabilitas yang belum mampu meberikan jaminan terhadap pelayanan retribusi. Hal ini ditunjukkan oleh lambatnya pelayanan retribusi, keramahan yang blum optimal, saling mengandalkan dalam pelayanan retribusi antara petugas yang satu dengan lainnya. 
3. Kurangya tanggung jawab dari petugas yang melayani, baik petugas administrasi maupun petugas pelayanan informasi pariwisata.  
4. Kekurangcakapan petugas pemberi pelayanan, hal ini dapat dilihat dari banyknya petugas pelayanan yang belum sepenuhnya menguasai sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 
5. Belum terbinanya pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas.
6. Kredibilitas pelayanan yang kurang terpercaya, hal ini dibuktikan dengan adanya kecurigaan yang membuat wisatawan tidak percaya kepada pelayanan informasi yang diterima dan kekurangmaksimalan lembaga untuk menjaga kepercayaan pelanggan. 
7. Aksesibilitas imformasi yang kurang bagus, karena imformasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, dan efektifitas negosiasi yang dibutuhkan oleh wisatawan. 
8. Jaminan yang belum mencapai tahap akuntabilitas. Lembaga/agen perjalanan wisata atau jasa pelayanan lainnya belum mampu memberi jaminan yang bukan hanya berupa pertanggungjawaban tetapi juga berani tanggung gugat. 
9. Kapasitas organisasi lokal kengiatannya dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisasi wisatawan, serta memobilitasi sumber daya untuk memcahkan masalah-masalah yang wisatawan hadapi.
10. Kurang akuratnya penetapan anggaran yaitu menentukan anggran yang dapat mempercepat pengembangan destinas.  
11. Perencanaan pembangunan pariwisata yang masih kurang inovatif, belum sesuai dengan keebutuhan wisatawan yang berkunjung.
12. Komunikasi pemasaran atau promosi yang meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.  
 
1.2.1. Rumusan Masalah
Masalah kepuasan wisatawan selalu hangat untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena menyangkut dinamika kehidupan di semua sektor dalam pelaksanaan yang menyangkut pelayanan, interaksi, koordinasi, administrasi, komunikasi, supervisi, dan implementasi semua komponen sumber daya manusia. Kepuasan dalam satu sektor juga bisa diakibatkan karena adanya sebuah kejadian, musibah, wabah atau kebijakan yang dibuat karena kondisi saat itu. 
Kajian ini dirumuskan secara umum sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh manajemen pelayanan pariwisata dan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran? ”.
Untuk memfokus masalah ini, berikut di kemukakan rumusan masalah tersebut yang dijelaskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Seberapa besar pengaruh manajemen pelayanan pariwisata terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran?
2. Seberapa besar pengaruh kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran?
3. Seberapa besar pengaruh manajemen pelayanan pariwisata dan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara bersamaan terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran?

1.3. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diberikan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen pelayanan pariwisata terhadap  kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen pelayanan pariwisata dan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara bersamaan terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian 
Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek praktis. Berikut kegunaan hasil penelitian yang hendak dicapai: 
a. Aspek Teori
Implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu manajemen pariwisata. Kebermanfaatan ini dilihat dari pendekatan secara ekonomis sebagai latar belakang faktor-faktor determinasi terhadap melaksanakan pengelolaan pariwisata untuk mengamati implementasi kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan dalam rangka meningkatkan kepuasan wisatawan.
Hasil penelitian ini memberikan beberapa kemungkinan bagi penelitian selanjutnya, untuk mengetahui kecenderungan lain sebagai bahan studi perbandingan dan perbaikan manajemen pariwisata.
b. Aspek Praktis
Beberapa manfaat yang dapat diambil secara praktis dari hasil penelitian ini antara lain: (1) dapat digunakan untuk meninjau kembali mengenai tingkat keberhasilan manajemen pariwisata di maing-masing destinasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (2) dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau keunggulan-keunggulan manajemen pariwisata di dinas dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dipilih pendekatan atau pelatihan manajemen sumberdaya manusia yang lebih produktif, (3) sebagai masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan dan implementasi manajemen secara optimal, dan (4) sebagai bahan acuan bagi pelaku wisata untuk meningkatkan implementasi manajemen pelayanan melalui komunikasi, kerja sama dan kinerja pelaku wisata. 
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